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Abstract 

This study seeks to understand how a Religious Court Judge decides to annul a marriage when a 
person lies about their identity. The study examines Islamic legal rules to see what judges consider 
in making this decision. When a marriage is annulled by the court, it is as if the marriage never 
occurred. This annulment changes many things, such as the legal rights of the individuals involved 
and what happens to their jointly owned property, according to law. This study uses a specific 
method of studying law, called the normative juridical method, by examining specific examples or 
cases. This study uses various types of legal information: some comes from original sources, some 
from other writings, and still others from broader sources. To gather information, the researcher 
read and studied various books and articles on law. Based on the research findings, it is important 
for everyone to understand and comply with the rules regarding marriage, especially when it 
involves marriage with more than one wife, so that everyone's rights are protected. The judge also 
reviewed other laws governing marriage. Because the marriage was invalid, it was annulled, meaning 
the husband and wife are no longer married, and the official marriage document is no longer valid. 
However, children born from the marriage are still considered their children and have the right to 
inherit their parents' property. 
Keywords: Legal Consequences, Identity Fraud, Marriage Annulment, Compilation Perspective, Islamic 
Law. 

 
Abstrak 

Studi ini ingin memahami bagaimana seorang Hakim Pengadilan Agama memutuskan untuk 
membatalkan pernikahan ketika seseorang berbohong tentang identitasnya. Studi ini mengkaji 
aturan-aturan hukum Islam untuk melihat apa yang dipertimbangkan hakim dalam membuat 
keputusan ini. Ketika sebuah pernikahan dibatalkan oleh pengadilan, seolah-olah pernikahan 
tersebut tidak pernah terjadi. Pembatalan ini mengubah banyak hal, seperti hak-hak hukum orang-
orang yang terlibat dan apa yang terjadi pada harta bersama yang mereka miliki, menurut hukum. 
Penelitian ini menggunakan metode khusus dalam mempelajari hukum, yang disebut metode yuridis 
normatif, dengan menelaah contoh atau kasus tertentu. Penelitian ini menggunakan berbagai jenis 
informasi hukum: ada yang berasal dari sumber asli, ada yang berasal dari tulisan lain, dan ada pula 
yang berasal dari sumber yang lebih luas. Untuk mengumpulkan informasi, peneliti membaca dan 
mempelajari berbagai buku dan artikel tentang hukum. Berdasarkan hasil penelitian, Penting bagi 
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setiap orang untuk memahami dan mematuhi aturan tentang pernikahan, terutama jika menyangkut 
pernikahan dengan lebih dari satu istri, agar hak setiap orang terlindungi. Hakim juga meninjau 
undang-undang lain yang mengatur pernikahan. Karena pernikahan tersebut tidak sah, pernikahan 
tersebut dibatalkan, yang berarti suami dan istri tidak lagi menikah, dan dokumen pernikahan resmi 
tidak lagi berlaku. Namun, anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut tetap dianggap anak 
mereka dan berhak mewarisi harta orang tua mereka. 
Kata Kunci: Akibat Hukum, Pemalsuan Identitas, Pembatalan Perkawinan, Perspektif 
Kompilasi, Hukum Islam.  

1. PENDAHULUAN  
Dalam Islam, pernikahan adalah janji yang sangat istimewa dan penting antara 

seorang pria dan seorang wanita. Pernikahan membantu mereka tetap saling menghormati, 

menghindari hal-hal buruk, dan memiliki anak untuk membangun keluarga mereka. 

Pernikahan juga menciptakan rumah tangga yang bahagia di mana suami dan istri saling 

mencintai dan mendukung. Ketika mereka menikah, mereka membuat perjanjian khusus 

yang menyatakan bahwa mereka akan saling menjaga dan berbagi kehidupan. Sebelum 

mereka mulai hidup bersama sebagai sebuah keluarga, mereka perlu membuat perjanjian 

ini untuk menunjukkan komitmen mereka satu sama lain.1 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan hukum Islam mengajarkan kita bahwa 

menikah lebih dari sekadar menandatangani surat-surat. Menikah juga tentang agama dan 

bagaimana orang-orang hidup bersama dalam komunitas mereka. Agar pernikahan resmi, 

pernikahan tersebut harus dicatat. Umat Islam mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor 

Catatan Sipil, sementara umat beragama lain mendaftarkan pernikahan mereka di Kantor 

Catatan Sipil.2  

Terkadang, orang menikah dengan berpura-pura menjadi orang lain. Jika 

pengadilan mengetahui hal ini terjadi, mereka dapat memutuskan untuk membatalkan 

pernikahan. Ketika pernikahan dibatalkan oleh pengadilan, seolah-olah pernikahan itu 

tidak pernah terjadi sama sekali. Keputusan ini sangat penting karena tidak hanya 

memengaruhi suami dan istri, tetapi juga hal-hal lain seperti bagaimana mereka berbagi 

uang atau harta benda yang mereka kumpulkan selama pernikahan. 

Beberapa aturan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur tentang 

pembatalan perkawinan. Salah satunya terdapat pada Pasal 72 ayat (2) yang menyebutkan 

bahwa “seorang suami atau istri berhak mengajukan permohonan pembatalan pernikahan 

 

1 Bakri A. Rahman dan Ahmad Sukardja, Hukum Perkawinan Menurut Hukum Islam, Undang-
UndangPerkawinan Dan Hukum Perdata / BW, Hidakarya Agung, Jakarta, 1981, hlm.11. 

2 P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, Jakarta: Prena Media, 2015, hlm. 34 
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jika pada saat berlangsungnya pernikahan terjadi penipuan atau kesalahpahaman terkait 

identitas atau kondisi salah satu pihak”.3 

Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui pertimbangan hakim mengenai pembatalan perkawinan karena pemalsuan 

identitas, dan apa saja akibat hukum jika terjadinya pembatalan perkawinan karena 

pemalsuan identitas menurut Kompilasi Hukum Islam. 
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3 Indonesia, Undang-Undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Kompilasi Hukum 
Islam, Bandung: Citra Umbara, 2014), Ps. 72 ayat (2). 

4 Siwi mattarini Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas Oleh Suami Dan Akibat 
Hukumnya Analisis Putusan Pengadilan Agama Bantul Nomor : 925/Pdt.G/2018/PA.Btl Universitas 
IAIN Purwokorto 2021 hlm 145. 

https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/


Akibat Hukum Terhadap Pemalsuan Identitas dan Pembatalan Perkawinan ditinjau dari Kompilasi 
Hukum Islam (Studi Putusan Nomor 3109 / Pdt.G/2023/PA.Mdn 
Adinda Nabila, Jamaluddin, Muhibuddin 
Vol. 8 No. 3, (Agustus) 2025 

 

 

 
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 

e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/  

 

pihak kurang 
tercover 

2 Megaw

ati 

Ticoalu

, Merry 

E. 

Kalalo, 

Maya 

Sinthia 

Karund

eng, 

2024.5 

“Analisis 
Hukum 
terhadap 
terjadinya 
pembatalan 
perkawinan 
karena 
pemalsuan 
identitas” 

Fokus: 
mengenai aki
bat hukum 
pemalsuan 
identitas diri 
oleh calon 
pengantin 
dalam 
perspektif 
hukum 
perkawinan.P
enelitian ini 
bertujuan 
untuk 
mengetahui 
dan 
memahami 
fenomena 
pemalsuan 
identitas 
khususnya 
status 
pernikahan 
calon 
pengantin, 
serta 
menjelaskan 
dampak 
hukum yang 
timbul akibat 
tindakan 
tersebut. 

Keterbatasan 
dalam penelitian 
ini  memiliki 
keterbatasan 
pada fokusnya 
yang hanya pada 
aspek hukum 
pemalsuan 
identitas calon 
pengantin, tanpa 
menggali dampak 
sosial dan 
psikologis secara 
mendalam. Data 
yang digunakan 
juga terbatas 
pada kasus yang 
tersedia, 
sehingga belum 
mencakup 
seluruh 
fenomena. Selain 
itu, penelitian ini 
hanya berfokus 
pada konteks 
hukum di 
wilayah tertentu 
sehingga 
hasilnya tidak 
dapat 
digeneralisasi 
untuk daerah 
lain. 

 

Penulis 
mempelajari 
apa yang 
dipikirkan 
hakim dan 
apa yang 
terjadi secara 
hukum jika 
sebuah 
pernikahan 
dibatalkan 
karena 
seseorang 
berbohong 
tentang 
identitasnya. 
Penelitian ini 
juga 
mengkaji 
cara-cara 
untuk 
mencegah 
pembatalan 
pernikahan 
ketika 
seseorang 
memberikan 
informasi 
palsu tentang 
identitasnya. 

Penelitian ini 
ingin 
mengetahui 
bagaimana 
pandangan 
hakim 
terhadap 
perkara di 
Pengadilan 
Agama 
Medan, yaitu 
tentang 
pembatalan 
perkawinan 
karena 
memberikan 
keterangan 
palsu 
mengenai 
identitasnya. 

3 Catur 

Widia 

Astuti 

Puspita 

Sari, 

2021.6 

“Analisis 
Hukum 
terhadap 
terjadinya 
pembatalan 
perkawinan 

Fokus: 
Penelitian ini 
menganalisis 
bagaimana 
hukum 
menyikapi 

Keterbatasan 
pada penelitian 
ini adalah 
terletak pada 
fokusnya yang 
terbatas pada 

Penulis 
mempelajari 
apa yang 
terjadi ketika 
sebuah 
pernikahan 

Penelitian ini 
ingin 
memahami 
bagaimana 
hakim 
memandang 

 

5 Megawati Ticoalu , Merry E. Kalalo , Maya Sinthia Karundeng urnal Fakultas Hukum 
UNSRAT Lex Administratum Vol. 12 No.4. Mei 2024 https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/admini
stratum/article/view/55713 

6 Jurnal Kajian Hukum, Vol. 6 (2) November 2021:25-34, Catur Widia Astuti Puspita 
Sari https://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=3000077&val=27068&title=an
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2. Metode Penelitian 

 Studi ini membahas bagaimana hakim memutuskan untuk membatalkan 

pernikahan ketika seseorang berbohong tentang identitasnya, terutama dalam kasus-

kasus yang berkaitan dengan hukum Islam. Penelitian ini mengkaji apa yang dikatakan 

hukum tentang hal ini dan apa yang terjadi secara hukum setelah keputusan tersebut. 

Untuk melakukan hal ini, peneliti mempelajari buku-buku dan hukum tertulis, bukan 

berbicara langsung dengan orang lain atau melakukan eksperimen. Cara belajar ini disebut 

penelitian hukum, dan membantu menemukan aturan atau gagasan dalam hukum yang 

dapat membantu memecahkan masalah. Tujuannya adalah untuk menghasilkan gagasan 

atau cara baru untuk memahami dan menangani pertanyaan-pertanyaan hukum ini 

 

alis%20hukum%20terhadap%20terjadinya%20pembatalan%20perkawinan%20karena%20pema
lsuan%20identitas 
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dengan lebih baik.7 

Penulis menjelaskan tiga cara utama untuk memandang hukum. Pertama, 

pendekatan perundang-undangan meninjau semua hukum yang berkaitan dengan suatu 

permasalahan tertentu. Kedua, pendekatan konseptual didasarkan pada gagasan dan 

aturan yang telah diciptakan oleh para pengacara dan pakar hukum dari waktu ke waktu. 

Memahami gagasan-gagasan ini membantu orang untuk membuat argumen yang kuat 

tentang permasalahan hukum. Ketiga, pendekatan kasus mempelajari putusan pengadilan 

lama—putusan hukum yang terkenal—yang membantu memandu bagaimana hukum 

diterapkan saat ini. Penelitian yang dijelaskan mengkaji dan menjelaskan hukum dan 

gagasan ini, bagaimana keduanya bekerja sama, dan bagaimana keduanya digunakan dalam 

kehidupan nyata untuk memahami dan memecahkan permasalahan hukum. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

A. Pertimbangan Hakim Pada Putusan Pengadilan Agama Nomor  

3109/Pdt.G./Pa.Mdn Tentang Pembatalan Perkawinan Karena Pemalsuan Identitas 

Indonesia berjanji bahwa pengadilan dan hakim dapat menjalankan tugasnya 

secara bebas dan adil. Terdapat undang-undang khusus yang disebut Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa pengadilan bersifat independen, artinya 

mereka mengambil keputusan tanpa dipengaruhi oleh pihak lain. Tugas mereka adalah 

memastikan hukum dipatuhi dan keadilan ditegakkan, berdasarkan Pancasila dan aturan 

yang tercantum dalam UUD 1945. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara di mana 

setiap orang diperlakukan secara adil dan hukum dihormati.  

Pertimbangan-pertimbangan hakim akan dimuat dalam putusan, putusan yang baik 

adalah putusan yang memenuhi 3 unsur aspek secara berimbang, yaitu sebagai beriku: 

a) Kepastian Hukum 

Kepastian hukum membantu menjaga keamanan semua orang dengan 

memastikan aturan yang jelas dan adil. Hal ini mencegah orang bertindak secara acak 

atau tidak adil, yang membantu menjaga masyarakat kita tetap damai dan tertib. 

b) Keadilan  

 

7  Peter Mahmud marzuki, pendekatan hukum .kencana perdana media group, jakaryta 2008, 
hlm 35 
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Orang-orang percaya bahwa ketika hukum digunakan, hukum tersebut harus 

adil dan tepat. Hukum berlaku untuk semua orang secara setara, memastikan tidak 

ada yang diperlakukan tidak adil dan semua orang terikat pada aturan yang sama. 

c) Manfaat  

Hukum dibuat untuk membantu orang hidup bersama dengan bahagia. Hukum 

memastikan semua orang tahu apa yang benar dan salah, sehingga tidak ada yang merasa 

kesal atau menimbulkan masalah di masyarakat.8 

1. Analisis pertimbangan hakim terhadap Nomor. 3109/Pdt.G./Pa.Mdn hakim memberikan 

pertimbangan sebagai berikut; 

Musyawarah hakim adalah proses pertimbangan yang cermat oleh sekelompok 

hakim atas semua fakta dan bukti dari persidangan. Jika mereka tidak mempertimbangkan 

semuanya dengan cermat dan benar, keputusan akhir yang mereka buat dapat diubah di 

kemudian hari oleh pengadilan yang lebih tinggi, seperti Pengadilan Tinggi atau Mahkamah 

Agung.9 

Tugas hakim adalah bersikap adil dan jujur. Ia harus mematuhi aturan dan 

memastikan semua orang diperlakukan setara. Pertama, hakim mencermati apa yang 

sebenarnya terjadi. Kemudian, ia mempertimbangkan aturan yang berlaku untuk situasi 

tersebut. Setelah mempertimbangkan semuanya, hakim memutuskan apa yang dianggap 

adil dan membuat keputusan terkait kasus tersebut. 

Hakim berpendapat bahwa tergugat I dan tergugat II tidak mengikuti semua aturan 

penting pernikahan. Namun, menurut hukum khusus yang disebut Hukum Islam, mereka 

tidak melanggar aturan utama pernikahan. Ada juga hukum lain yang disebut Hukum 

Perkawinan yang menjelaskan kapan pernikahan dapat dibatalkan atau diakhiri. Dikatakan 

bahwa pernikahan dapat dibatalkan jika: 1) tidak dilakukan oleh pejabat yang tepat, 2) 

orang yang membantu pernikahan tersebut bukan orang yang tepat, atau 3) tidak ada dua 

orang saksi yang hadir. Jika tidak satu pun dari hal-hal ini terjadi, maka suami, istri, atau 

pejabat yang bertanggung jawab dapat meminta untuk membatalkan pernikahan. Namun, 

jika suami dan istri hidup bersama dan memiliki akta nikah dari pejabat yang tepat, maka 

mereka perlu memperbarui pernikahan secara resmi agar tetap sah. 

Para hakim menjelaskan bahwa pernikahan yang dilakukan oleh kedua belah pihak 

tidak melanggar aturan penting pernikahan dalam hukum Islam maupun hukum acara 

 

8 Abdul Manan, Hukum Acara Perdata Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2019, hlm. 45-47. 
9  Mukti  Op. Cit, hlm. 140. 
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perdata. Namun, pernikahan tersebut melanggar beberapa aturan resmi tentang 

pencatatan pernikahan dalam sistem pemerintahan. Oleh karena itu, kasus ini seharusnya 

diselesaikan secara damai dengan berunding dan bersepakat sebelum diajukan ke 

pengadilan. Karena permasalahannya hanya tentang bagaimana pernikahan tersebut 

dicatatkan secara resmi, jika pihak yang mengajukan kasus dan kedua belah pihak yang 

menikah ingin berdamai, mereka dapat menyelesaikan pencatatan pernikahan tersebut 

sesuai aturan yang berlaku. 

Oleh karena itu, hakim memutuskan bahwa pernikahan kedua tidak sah dan 

dibatalkan. Masalahnya, pembatalan ini membuat seolah-olah pernikahan tersebut tidak 

pernah terjadi, meskipun secara agama, itu adalah pernikahan yang sebenarnya. Hal ini 

terjadi karena ada kesalahan dalam surat nikah resmi, dan istri pertama tidak menyetujui 

pernikahan kedua. Dari aturan agama, pernikahan kedua (ketika orang kedua menikah) sah 

karena semuanya dilakukan dengan benar sesuai aturan tersebut. Namun dari hukum 

pemerintah, tampaknya orang-orang melanggar aturan karena mereka berbohong tentang 

siapa mereka dan status pernikahan mereka. Misalnya, pria pertama masih menikah secara 

sah dengan istri pertamanya, tetapi dia mengatakan bahwa dia adalah seorang duda 

(seseorang yang istrinya telah meninggal), yang tidak benar. 

B. Akibat Hukum Terhadap  Putusan Nomor 3109/Pdt.G./Pa.Mdn Tentang  

Pembatalan Perkawinan Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam 

1. Analisis Akibat Hukum Terhadap Putusan Nomor 3109/Pdt.G./Pa.Mdn 

Ketika sebuah pernikahan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, artinya pernikahan 

tersebut tidak pernah terjadi. Kedua belah pihak diperlakukan seolah-olah mereka tidak 

pernah menikah. Sebelum menikah, pasangan tersebut dapat membuat perjanjian khusus 

yang disebut kontrak pernikahan. Jika salah satu pihak mengingkari janji dalam kontrak ini, 

hal tersebut dapat menjadi alasan untuk membatalkan pernikahan.10 

Pembatalan perkawinan telah dibahas secara menyeluruh dan detail dalam 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya pada Pasal 22, yang 

dengan jelas menyatakan bahwa “perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak 

memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan untuk melangsungkan perkawinan. Selain itu, 

 

10 Hermanto, A., Nurjanah, S., & Bunyamin, M. Pembatalan Perkawinan Dalam Tinjauan Sadd 
Al-Zari’ah. Muslim Heritage, No.1, 2021,  hlm 3. 
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aturan mengenai pembatalan perkawinan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pada 

Pasal 70 hingga Pasal 76”.11 

Aturan tentang apa yang terjadi jika perkawinan dibatalkan tidak dijelaskan secara 

rinci dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun, ada satu aturan penting, yaitu Pasal 28. 

Pasal tersebut menyatakan bahwa ketika pengadilan memutuskan bahwa suatu 

perkawinan dibatalkan, keputusan tersebut menjadi final dan resmi. Perkawinan dianggap 

telah dimulai sejak awal, bahkan sebelum pengadilan membuat keputusan.Namun, 

ketetapan tersebut tidak bersifat retroaktif terhadap: 

a. Anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan; 

b. Jika seseorang sudah menikah dan mereka sungguh-sungguh yakin semuanya baik-baik 

saja, kecuali jika menyangkut harta bersama yang mereka miliki bersama jika pernikahan 

mereka dimulai setelah sebelumnya mereka menikah, maka aturan tertentu berlaku.; 

serta 

c. Orang-orang yang tidak disebutkan dalam poin a dan b masih dapat mempertahankan 

hak-hak mereka jika mereka benar-benar meyakini bahwa mereka memiliki hak-hak 

tersebut sebelum pembatalan menjadi final secara hukum. 

Ketika suatu perkawinan dibatalkan atau dinyatakan tidak sah, artinya perkawinan 

tersebut tidak lagi sah atau memiliki kekuatan hukum sejak terjadinya. Jadi, setelah itu, 

orang-orang yang terlibat tidak lagi wajib mengikuti aturan-aturan perkawinan tersebut. 

Namun, terdapat pengecualian dalam aturan khusus (yang disebut Pasal 28 ayat 2). 

Pengecualian ini menyatakan bahwa aturan umum tentang pembatalan perkawinan tidak 

berlaku bagi orang-orang tertentu yang disebutkan dalam aturan tersebut.12 

Ketika sebuah pernikahan dibatalkan atau diakhiri secara resmi, hal itu 

memengaruhi berbagai orang yang terlibat, termasuk orang-orang yang menikah dan orang 

lain yang terhubung dengan hubungan mereka. Mengenai dampak hukum pembatalan yang 

diputuskan oleh pengadilan agama, terdapat beberapa poin penting yang perlu 

diperhatikan sebagai berikut: 

a. Hubungan Suami Isteri 

Ketika pengadilan memutuskan untuk membatalkan pernikahan, artinya pasangan 

tersebut tidak lagi menikah. Setelah keputusan pengadilan final dan resmi, seolah-olah 

 

11 Syarief, E., & Chuandra, U. Efektifitas Kewenangan dan Tanggung Jawab Pegawai Pencatat 
Nikah KUA Kota Tanjungpinang. Journal of Law and Policy Transformation, No.1,  2019 hlm 84 

12 Tengku Erwinsyahbana dan Tengku Rizq Frisky Syahbana, Aspek Hukum Perkawinan di 
Indonesia, UMSU Press, 2022, hlm. 166-167. 
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pernikahan tersebut tidak pernah terjadi sejak saat itu. Gagasan ini didasarkan pada hukum 

yang menyatakan bahwa jika sebuah pernikahan dibatalkan oleh pengadilan, pernikahan 

tersebut dianggap bukan pernikahan yang sah sejak mereka menikah.13 

b. Harta bersama 

Jika suami istri menikah secara jujur dan tidak bermaksud melanggar aturan apa 

pun, hukum menyatakan bahwa mereka dilindungi dalam hal berbagi barang-barang yang 

mereka beli atau hasilkan bersama. Bahkan jika pengadilan kemudian menyatakan 

pernikahan tersebut tidak sah dan membatalkannya, mereka tetap akan berbagi harta 

benda secara adil, seperti halnya ketika pasangan bercerai. 

c. Terhadap kedudukan anak 

Ketika suami istri bercerai atau pernikahan mereka dibatalkan, hal itu juga dapat 

memengaruhi hal-hal seperti anak-anak yang mereka miliki. Namun, sebelum 

membahasnya, kita perlu memahami aturan yang disebut Pasal 42 dari sebuah undang-

undang besar tentang perkawinan. Aturan ini menyatakan bahwa seorang anak dianggap 

sebagai anak yang sah atau resmi jika ia lahir saat orang tuanya menikah secara sah atau 

jika pernikahan tersebut menjadikan mereka sebuah keluarga yang sah. 

Akibat hukum yang muncul karena pembatalan perkawinan diatur dalam UU No. 1 

Tahun 1974, khususnya Pasal 28 ayat (2), serta Pasal 75 dan Pasal 76 Kompilasi Hukum 

Islam (KHI), yang memiliki perumusan berbeda. Pasal 28 ayat (2) UU Perkawinan 

menyebutkan bahwa “putusan tidak berlaku surut terhadap anak-anak yang lahir dari 

perkawinan tersebut”. Adapun ketentuan terkait akibat hukum pembatalan perkawinan 

menurut Pasal 28 ayat (2) adalah sebagai berikut:  

Anak-anak yang lahir dari suatu pernikahan tetap dianggap sebagai anak kandung 

dan sah. Jika seorang suami atau istri dengan jujur meyakini bahwa mereka telah menikah 

dan bersikap baik, mereka akan diperlakukan secara adil. Hal ini berlaku bahkan jika 

pernikahan tersebut kemudian dibatalkan karena salah satu dari mereka telah menikah 

dengan orang lain sebelumnya. Selain itu, orang lain yang tidak terlibat dalam pernikahan 

tersebut tetapi dengan jujur meyakini bahwa mereka memiliki hak sebelum pembatalan 

pernikahan tersebut disahkan juga akan diperlakukan secara adil. 

d. Terhadap warisan 

 

13 Anwar Rachman, Saepudin Muhtar, 2020, Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif 
Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi, Jakarta: Prenada Media Group, hlm 248. 
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Ketika sebuah pernikahan dibatalkan atau diakhiri secara resmi, sangat 

penting bagi semua pihak yang terlibat, terutama orang tua dan mereka yang 

membuat aturan, untuk memperhatikan dengan saksama. Hal ini karena anak-anak 

seringkali paling tersakiti ketika pernikahan orang tua mereka berakhir, jadi sangat 

penting untuk memenuhi kebutuhan mereka dan memastikan mereka aman dan 

dirawat. Anak-anak memiliki hak, seperti hak untuk merasa aman, dicintai, dan 

dirawat, dan hak-hak ini harus selalu dilindungi. Orang-orang yang memutuskan apa 

yang terjadi dalam kasus-kasus ini, seperti hakim, memiliki tugas besar untuk 

memastikan hak-hak anak dilindungi. Hal ini terutama penting bagi anak-anak yang 

pernikahan orang tuanya telah dibatalkan, karena merekalah yang paling terdampak, 

dan mereka membutuhkan dukungan serta perhatian ekstra untuk membantu 

mereka melewati masa sulit ini. 

Jika pernikahan pasangan dibatalkan dan mereka tidak lagi menikah, anak-

anak mereka tetap dianggap anak-anak mereka. Ini berarti anak-anak tersebut dapat 

mewarisi harta dari orang tua mereka, dan mereka tetap menjadi bagian dari 

keluarga ayah atau ibu mereka, sama seperti sebelumnya.14 

Penulis mengatakan bahwa pembatalan pernikahan dapat berdampak besar 

dan menimbulkan masalah bagi semua pihak yang terlibat. Selain itu, orang yang 

berada di pihak kedua dalam kasus tersebut tidak memiliki aturan khusus untuk 

melindungi mereka. Ketika pengadilan memutuskan pernikahan tersebut tidak sah, 

itu seperti mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak pernah terjadi di mata 

hukum. 

2. Upaya Prosedural Poligami Untuk Pencegahan Terjadinya Pembatalan Perkawinan 

Mengizinkan poligami dalam hukum pada dasarnya bertujuan untuk memastikan 

pernikahan tersebut diakui secara resmi dan sah. Namun, hanya karena pernikahan 

tersebut diterima secara agama atau adat, bukan berarti pemerintah sepenuhnya 

menyetujui atau memberikan hak yang sama. Hal ini dapat menciptakan ketidakadilan 

karena hukum tidak selalu melindungi semua orang secara setara, dan aturan hukum bagi 

orang-orang yang terlibat bisa jadi tidak jelas.15 Pernikahan dianggap sah jika mengikuti 

 

14 Anwar Rachman, Saepudin Muhtar, Hukum Perkawinan Indonesia Dalam Perspektif 
Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Administrasi, Edisi Pertama, 2020, hlm 251 

15 Dian Zulfa Aklima, Fauzah Nur Aksa, Dan Ramziati Ramziati, Kekuatan Hukum putusan 
Dalam Perkawinan Campuran (Beda Agama), (Studi Putusan No. 662/Pdt.P/2018/PM.Mks.), Jurnal 
Ilmu Hukum Reusam, Vol. XI, No. 1, 2021, hlm. 143. https://doi.org/10.29103/reusam.v9i1.3867 
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aturan agama. Namun, agar diakui secara resmi oleh hukum, pernikahan tersebut juga perlu 

mengikuti beberapa tahapan hukum. Dalam hal memiliki lebih dari satu istri (poligami), 

pernikahan tersebut sah jika mengikuti aturan Islam dan juga mendapatkan izin resmi dari 

Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah.16 

Jika seseorang menikah dengan banyak orang hanya untuk bersenang-senang atau 

hanya ingin merasa nyaman, dan tidak memikirkan keadilan dan kepedulian terhadap 

semua orang, maka memiliki banyak istri atau suami tidaklah baik. Penting untuk 

memperlakukan semua orang secara setara dan baik. Oleh karena itu, memiliki banyak istri 

tidak diperbolehkan, karena dapat menimbulkan masalah dan menyakiti orang lain. 

Memiliki lebih dari satu istri tanpa izin terlebih dahulu dapat menimbulkan masalah 

dan membuat semua orang tidak bahagia di rumah. Dalam Islam, ada aturan yang 

menyatakan bahwa lebih penting mencegah hal-hal buruk terjadi daripada hanya 

memikirkan hal-hal baik. Salah satu aturan mengatakan kita tidak boleh menyakiti diri 

sendiri atau orang lain. Aturan-aturan ini menunjukkan bahwa kita harus menghindari hal-

hal yang dapat membahayakan, sebagaimana tertulis dalam Al-Qur'an, kitab suci khusus 

bagi umat Islam.17 

Dalam beberapa agama, seperti Islam, memiliki lebih dari satu istri diperbolehkan, 

tetapi hanya jika aturan tertentu dipatuhi. Hal ini diperbolehkan jika ada alasan yang kuat 

dan adil bagi semua orang. Namun, jika memiliki lebih dari satu istri menyebabkan masalah 

atau merugikan seseorang, maka hal itu tidak baik dan dianggap salah. Jika seseorang 

memiliki lebih dari satu istri tanpa memberi tahu atau bertanya kepada istri pertamanya, 

hal itu tidak diperbolehkan oleh hukum. Melakukan hal ini dapat membuat mereka 

mendapat masalah dan dapat dipenjara hingga lima tahun. Selain itu, jika seseorang 

menikah dengan lebih dari satu orang tanpa mengikuti aturan hukum, pernikahan 

tambahan tersebut dapat dibatalkan oleh pengadilan khusus untuk masalah agama. 

4. KESIMPULAN 

Menurut analisis mendalam penulis, kasus ini idealnya diselesaikan melalui 

mediasi, mengingat inti permasalahannya lebih merupakan pelanggaran administratif, 

 

16 Baina Sari dkk, Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Perkawinan Poligami Tanpa Izin 
Mahkamah Syar’iyah(Studi Pada Kecamatan Celala Kabupaten Aceh Tengah), Jurnal Fakultas Hukum 
Universitas Malikussaleh, Vol. 11, No. 1, April 2023, pp. 19-36 
https://ojs.unimal.ac.id/suloh/issue/view/726  

17 Muhammad Al-Tahir Ibn Ashur, Maqasid al-Shariah al-Islamiyyah, Beirut: Dar al-Ta’aruf, 
2006, hlm. 45-50 
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bukan pelanggaran syarat dan ketentuan pernikahan. Meskipun demikian, adanya 

dokumen identitas palsu dan tidak adanya izin poligami memberikan kewenangan kepada 

hakim untuk membatalkan pernikahan tersebut. Putusan ini menegaskan bahwa 

pelanggaran administratif, khususnya yang melibatkan pemalsuan data dalam pencatatan 

pernikahan, dapat menjadi dasar hukum yang sah untuk pembatalan—meskipun, dari 

sudut pandang agama, semua syarat kontrak telah terpenuhi. Akibatnya, pernikahan antara 

Tergugat I dan Tergugat II dianggap tidak pernah ada secara hukum, dan akta nikah yang 

diterbitkan menjadi batal demi hukum. Konsekuensi hukum dari pembatalan tersebut 

mencakup berakhirnya hubungan pernikahan sejak awal. Mengenai harta bersama, 

pembagian harta bersama secara adil tetap dimungkinkan jika kedua belah pihak bertindak 

dengan itikad baik, kecuali dalam kasus-kasus di mana pembatalan tersebut berasal dari 

pernikahan sebelumnya yang sah. Lebih jauh lagi, anak-anak yang lahir dari perkawinan 

yang dibatalkan tetap diakui sebagai anak yang sah dan tetap memiliki hak waris dari kedua 

orang tuanya, sehingga perlindungan hukum dan keluarga mereka tetap utuh. Ketika 

seseorang menikah dan memiliki anak, anak-anak tersebut berhak mendapatkan sebagian 

harta orang tua mereka jika terjadi sesuatu pada orang tua mereka. Hak setiap orang harus 

dihormati dan dilindungi. Jika sebuah pernikahan dibatalkan, hal itu tidak mengubah nasib 

anak-anak atau orang-orang yang sebelumnya yakin bahwa mereka telah menikah dengan 

itikad baik. Bahkan jika pernikahan antara orang tua berakhir, anak-anak mereka tetap 

memiliki hak untuk dirawat dan dilindungi. Poligami diperbolehkan, tetapi hanya jika adil 

dan tidak merugikan siapa pun. Jika menimbulkan masalah, dapat dihentikan atau dilarang. 

Hal terpenting adalah memastikan semua orang diperlakukan secara adil dan anak-anak 

terlindungi. 
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